
 

 

 

 

BAB 1 

 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 terkait desa 

menegaskan penatausahaan keuangan pemerintah desa dilakukan 

pemisahan melaui keuangan pemerintah kabupaten. Penatausahaan 

keuangan desa itu yang secara terpisah tak sebatas dalam kehendak 

untuk pelimpahan kewenangan serta dalam membiayai pemerintah 

pusat pada pemerintah daerah, namun yang paling krusial lagi yaitu 

kehendak untuk peningkatan efektivitas serta efesiensi dalam 

mengelola sumber daya keuangan agar meningkatkan kemakmuran 

dan layanan pada masyarakat. Alokasi Dana Desa ialah suatu 

bentuk hubungan keungan antar tingkat pemerintahan yakni 

hubungan keuangan diantara pemerintah desa dan pemerintahan 

kabupaten. Anggaran pemerintah yang dibagikan pada desa 

mengenai seluruhnya yaitu guna memfasilitasi pembangunan dan 

pemberdayaan desa yang menjadi suatu lembaga yang ikut 

berpartisipasi dalam pemerintahan. Dana itu harus dipergunakan 

serta mengalokasikan dana itu sebagaimana  mestinya yang selaras 

dengan UU serta ketentuan yang sudah diberlakukan pemerintah 

Indonesia, jadi melalui ADD pembangunan Desa mampu 

mengalami peningkatan. 

Dengan pembangunan yang telah dilakukan, sekarang desa 

mengalami perkembangan dalam hal pemberdayaan yaitu sekarang 

desa menjadi lebih maju, kokoh, serta mandiri sehingga itu semua 

akan mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, serta makmur. 

Desa berwenang untuk mengelola sendiri kawasannya selaras 

dengan potensi yang dipunyai warga desanya untuk mencapai 

kemakmuran serta pemerataan dalam perekonomian. Pembangunan 

yang maju pula tak kalah krusialnya, pembangunan yang demikian 

harus membutuhkan perencanaan, penyelenggaraan serta tanggung 



 

 

 

jawab yang besar. Pembangunan desa diharapkan mampu 

menggambarkan perilaku bergotong royong serta kerja sama yang 

menjadi perwujudan dalam pengamalan sila-sila pada pancasila 

untuk menciptakan warga desa yang sejahtera serta keadilan. 

Penyelenggaraanpembangunan desa harus selaras dengan 

perencanaan yang telah ditetapkan dan masyarakat mempunyai hak 

guna melihat serta mengawasi jalannya suatu aktivitas dalam 

pembangunan desa. 

Berdasarkan Penelitian penulis mendapatkan informasi bahwa 

Pelaksanaan ADD pada Desa Rejosari, Kec. Kradenan, 

Kab.Grobogan ini berdasar pada fakta bahwa menjadi pilar Otonomi 

daerah, desa akan sangat memerlukan dana dengan stabil untuk 

melakukan perannya secara konkrit terkait pembangunan daerah, 

karena pengelolaan ADD di Desa Rejosari, Kecamatan Kradenan , 

Kabupaten Grobogan masih ada beberapa persoalan baik saat 

merencanakan, melaksanakan, menatausahaan, melaborkan dan saat 

melakukan tanggung jawab serta kurangnya transparansi terhadap 

masayarakat. Melalui tahap merencanakan penggunaan ADD lebih 

relatif dalam kebijkaan yang akan dijalankan oleh Kepala Desa maka 

ketika melalui musyawarah perencanaan pembangunan, hadirnya 

tokoh masyarakat kesannya hanya sebagai pendengar. Dalam 

tahapan membahas terkait perencanaan pemakaian ADD yang 

diundang hanya individu yang berkepentingan saja sedangkan hasil 

dari yang dibahas terkait perencanaan pemakaian ADD tak  di 

informasikan pada masyarakat secara general maka tidak tahunya 

masyarakat mengenai diperolehnya bantuan untuk dana desa yang 

besar dari pemerintah daerah melalui APBD sehingga hal tersebut 

akan berimplikasi dalam ikut sertanya masyarakat yang relatif cuek 

dalam aktiviats yang dilaksanakan oleh pengelolaan ADD. 

Berdasarkan pemaparan tersebut sehingga penulis tertarik untuk 

memilih judul penelitian yaitu berjudul “ Analisis Pengelolaan 

Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Rejosari, Kecamatan 

Kradenan , Kabupaten Grobogan” Karena dalam suatu 



 

 

 

pemerintah Desa pengalokasian Dana Desa itu sangat krusial guna 

diterapkan dengan efektif yang selaras dengan ketentuan yang telah 

ditetapkan pemerintah Indonesia. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

1. Bagaimana perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan 

serta pertanggung jawaban mengenai alokasi dana desa pada Desa 

Rejosari, Kec. Kradenan, Kab. Grobogan ? 

2. Apa faktor yang menghambat dalam proses pengelolaan alokasi dana 

desa pada Desa Rejosari, Kec. Kradenan, Kab. Grobogan? 

3. Bagaimana solusi dari faktor penghambat dalam proses pengelolaan 

alokasi dana desa pada Desa Rejosari, Kec. Kradenan, Kab. 

Grobogan ? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Terdapat tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini yaitu : 

1. Guna melihat perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan 

serta pertanggung jawaban mengenai alokasi dana desa pada Desa 

Rejosari, Kec. Kradenan , Kab. Grobogan. 

2. Untuk melihat faktor yang menghambat dalam proses pengelolaan 

alokasi dana desa pada Desa Rejosari, Kec. kradenan, Kab. 

Grobogan. 

3.  Untuk mengetahui solusi dari faktor yang menghambat pada 

proses pengelolaan alokasi dana desa pada Desa Rejosari, 

Kecamatan Kradenan, Kabupaten Groboan. 

1.4 Manfaat penelitian 

Adapun manfaat penelitin ini yakni : 

1. Manfaat penelitian untuk peneliti yakni untuk tambahan tentang 

pemahaman, wawasan, serta pengalaman terkait sistem dalam 

merencanakan, melaksanakan, serta bertanggung jawab atas alokasi 

dana desa pada Desa Rejosari, Kec. kradenan, Kab. Grobogan. 

2. Manfaat penelitian bagi Desa Rejosari yakni melihat manfaat dari 



 

 

 

sistem perencanaan, pelaksanaan, serta pertanggung jawaban 

pengelolaan alokasi dana desa yang baik yang akan membuat Desa 

Rejosari menjadi desa yang bagus dalam melakukan pengelolaan 

keuangan desa. 

3. Manfaat untuk mahasiswa yakni bisa dipergunakan dalam 

menambah referensi untuk mendapatkan materi, dalam pengerjaan 

tugas serta membuat laporan yang sejenisnya. 


